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Kajian tesis ini menjadikan titik fokus pembahasan pada satu tema sentral, yaitu tentang pengelolaan zakat PNS dari aspek penghimpunan dan pendistribusian. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 dan Perwako Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Sejak tahun 2009 sampai sekarang Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sudah menerapkan pemungutan zakat kepada seluruh PNS melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Pemotongan gaji dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada PNS mulai dari golongan I sampai golongan IV. Pengambilan zakat secara menyeluruh terhadap PNS ini menarik untuk diteliti, sebab apakah kebijakan ini telah sesuai dengan esensi kewajiban zakat dalam Islam  atau malah sebaliknya.  Terhimpunnya dana zakat PNS secara besar menarik diteliti apakah pendistribusiannya sudah dikelola sesuai dengan ketentuan agama, atau belum. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan zakat PNS di Kota Padang Panjang dan memaparkan pendistribusian zakat PNS di Kota Padang Panjang serta pengungkapan pengelolaan Zakat PNS di Kota Padang Panjang ditinjau dari perspektif hukum Islam.  
Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber rujukan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara penulis dengan pengurus BAZNAS dan PNS Kota Padang Panjang yang belum dipublikasikan tentang penghimpunan Zakat PNS dan pendistribusiannya kepada para mustahiq di Kota Padang Panjang, dan data pendukung lainnya berupa laporan Pelaksanaan Zakat oleh BAZ dan Baznas Kota Padang Panjang serta literatur pendukung lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa penghimpunan dana zakat PNS di Kota Padang Panjang sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Dalam penerapan Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 dan Perwako Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008, pada tahun 2010, 2011 dan 2012 pemungutan zakat tidak dipungut secara menyeluruh kepada PNS, tapi melalui beberapa proses hingga pada tahun 2013 sampai sekarang dilakukan pemungutan secara menyeluruh. Di antara proses tersebut adalah: pertama  melalui sosialisasi dan himbauan untuk berzakat kepada seluruh PNS, kedua,  himbauan untuk pemotongan 1,5% dari gaji bagi PNS yang bersedia, ketiga,  himbauan untuk pemotongan zakat 2,5% dari gaji, dan keempat, Mewajibkan bagi PNS untuk membayar zakat 2,5% dari gaji berlaku sejak tahun 2012 sampai sekarang.

 Pendistribusian zakat yang ada di Kota Padang Panjang oleh BAZ lebih memprioritaskan pada lima program pokok yaitu : Padang Panjang Makmur, Padang Panjang Cerdas, Padang Panjang Peduli, Padang Panjang Sehat, dan Padang Panjang Syi’ar. Program Padang Panjang Makmur merupakan program pendistribusian yang paling diutamakan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pengalokasian dana yang cukup besar oleh BAZ kepada mustahik zakat program ini. Program Padang Panjang Makmur merupakan pendistribusian zakat ekonomi produktif kepada mustahik zakat yang memiliki tujuan dan misi untuk membantu penguatan modal usaha di segala bidang. Pada awalnya dana zakat didistribusikan oleh BAZ berupa bantuan uang kepada mustahik. Pada tahun 2012 dirubah menjadi berbentuk barang, baik itu barang dagangan, binatang ternak ataupun lainnya. Perubahan kebijakan ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan dana zakat sesuai dengan Visi dan Misi dari BAZ Kota Padang Panjang. Dalam penyaluran dana zakat PNS, ada satu program yang perlu diluruskan pelaksanaannya yaitu penyaluran dana zakat bagi PNS golongan I, karena di sisi lain mereka oleh BAZ juga berposisi sebagai muzakki. 
Penarikan zakat yang menyeluruh kepada seluruh golongan PNS dengan memotong 2,5% dari gaji PNS setiap bulannya belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam kewajiban berzakat memiliki syarat dan kriteria yang jelas. Zakat diwajibkan hanya bagi orang yang hartanya sudah sampai satu nisab dan dihitung dari seluruh penghasilannya. Dengan demikian mestinya tidak seluruh PNS dikenai kewajiban zakat, karena gaji dan penghasilan PNS itu berbeda. Seorang PNS selain mendapatkan Gaji juga menerima penghasilan tambahan diluar Gaji seperti tunjangan daerah, tunjangan jabatan, sertifikasi guru, honor kepanitiaan dan lainnya yang jika ditotal kadang lebih besar dari gaji perbulannya. Oleh karena itu menarik zakat dengan ukuran  2,5% dari gaji saja, tidak cukup, karena karena bisa saja penghasilannya lebih besar dari itu, atau lebih kecil karena disebabkan kondisi tertentu seperti dalam keadaan berhutang.

Pendistribusian zakat secara umum sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Kecuali program Padang Panjang Peduli, ada kerancuan dan perlu diluruskan kembali pelaksanaannya,   karena salah satu yang berhak menerima zakat dari program Padang Panjang Peduli ini adalah seluruh PNS dari golongan satu. Ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam seorang muzakki semestinya tidak berhak menerima zakat (sebagai mustahik) di tahun yang sama. Muzakki dapat menerima zakat bila ia berfungsi sebagai amil, atau tiba-tiba mendapat musibah sehingga ia jatuh kembali ke posisi fakir atau miskin. 
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